[ SALINAN ]

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan
Menteri Sosial nomor 73/HUK/2024 tentang Tata
Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan
Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial BAB
Verifikasi dan Validasi, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Bintan nomor 34 Tahun 2024
tentang Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang
Disabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang perubahan atas Peraturan
Bupati Bintan nomor 34 Tahun 2024 tentang
Bantuan Langsung Tunai bagi Penyandang
Disabilitas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons
With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembar Negara Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6954);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 104/ MENKES/PER/II/ 1999 tentang
Rehabilitasi Medik;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi
Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 550);

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
73/HUK/2024 Tentang Tata Cara Proses Usulan
Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita
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Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 34
Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten
Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor
34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) ditambah huruf d dan huruf
e sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Kriteria Calon Penerima BLT Penyandang Disabilitas
sebagai berikut:

a. Penduduk daerah yang dibuktikan dengan :

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Akta
Kelahiran;

b. Penyandang Disabilitas berat

c. Kepala Keluarga atau Wali berpenghasilan dari
kurang Upah Minimum Daerah, yang dibuktikan
dengan melampirkan Surat Keterangan Penghasilan
dari Kepala Desa/Kelurahan;

d. Tidak Memiliki anggota keluarga yang berprofesi
sebagai aparatur sipil negara/ Tentara Nasional
Indonesia/ anggota Kepolisian Republik Indonesia;
dan

e. Bukan merupakan Pensiunan aparatur sipil negara/
Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(2) BLT Penyandang Disabilitas tidak diberikan kepada
penyandang disabilitas apabila telah menerima bantuan
sejenis dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
Kepulauan Riau

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Pasal 16 dihapus

PasalIl.......
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 14 Januari 2025
BUPATI BINTAN

dto
ROBY KURNIAWAN
Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 8
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